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ABSTRAK

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain
yang dilakukan ketika masih hidup. Hibah harus dilakukan secara tertulis dan
dinotarialkan supaya memiliki kekuatan hukum dan dapat dibuktikan di depan
pengadilan, apabila dikemudian hari terjadi sengketa. Permasalahan dalam
penelitian ini: 1) Mengapa PPAT menjadi pihak Tergugat dalam pembuatan akta
hibah? 2) bagaimana kepastian hukum terhadap pembuatan akta hibah yang tidak
melibatkan ahli waris? 3) bagaimana perlindungan hukum bagi PPAT yang menjadi
pthak tergugat akibat penerbitan akta hibah tanpa melibatkan ahli waris? Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis
normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskrifif analitis, sumber
dan jenis data yaitu data primer dan data sekunder, analisis data yang digunakan
adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pemberian hibah harus

memperhatikan persetujuan dari ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak
mereka, 2) Dalam kaitannya dengan prosedur pembuatan Akta Hibah dengan
putusan kasus diatas adalah bahwa para penggugat memang berencana untuk
menghibahkan objek sengketa tersebut tetapi dalam beberapa bulan kemudian
ternyata sertipikatnya telah berubah nama kepemilikan menjadi para tergugat.
Untuk melakukan perubahan nama kepemilikan sertipikat harus menggunakan akta
hibah yang diterbitkan oleh PPAT dimana seharusnya dalam akta tersebut para
penggugat tanda tangan di dalam akta terscbut, 3) Penulis berasumsi bahwa Turut
Tergugat tidak berhati-hati dalam membuat Akta Hibah tersebut, dan dapat
dianggap lalai, karena tidak memberitahu pihak penggugat dan seluruh ahli waris
untuk melakukan tanda tangan akta hibah. PPAT tersebut juga telah melanggar
Kode Etik PPAT yaitu PPAT diwajibkan untuk memiliki perilaku profesional.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hibah, Akta Hibah



ABSTRACT

Hibah is a gift made by someone to another party which is done while still
alive. Grants must be made in writing and notarized so that they have legal force
and can be proven before the court, if in the future there is a dispute. Problems in

this research: 1) Why does PPAT become a defendant in the making of a grant deed?
2) how is the legal certainty of making a grant deed that does not involve heirs? 3)
how is legal protection for PPAT who become defendants due to the issuance of
grant deeds without involving heirs? The method of approach used in this research
is the normative juridical approach method, the research specifications used are
analytical descriptive, the sources and types of data are primary data and secondary
data, the data analysis used is gualitative analvsis. Research results: 1) Granting
grants must pay attention to the consent of the heirs and do not violate their absolute

rights, 2) In relation to the procedure for making a grant deed with the above case
decision, the plaintiffs planned to grant the disputed object, but a few months later

it turned out that the certificate had changed the name of ownership to the
defendants. To change the name of the certificate of ownership, a grant deed 1ssued
by a PPAT should have been used, and the plaintiffs should have signed the deed.
3) The author assumes that the Defendant was not careful in preparing the grant
deed, and could be considered negligent for not informing the plaintiffs and all heirs

to sign the grant deed. The PPAT has also violated the PPAT Code of Ethics, namely
that PPAT are required to have professional behavior.

Keywords : Legal Protection, Grant, Grant Deed
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